
BUPATITAPANULIUTARA 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA 
NOMOR 2G TAHUN 2 0 1 9  

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2 0 1 8  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TAPANULI UTARA, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 1 1  Peraturan 

Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Tahun 2019  

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 8 ,  

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 .  

1. Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten 

Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 

Nomor 1092) ;  

Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 1 5  Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400 ) ; 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1 ) ;  

4. 

3.  

2.  



7.  

6. 

5. 

8. 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 4  Nomor 244,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5  tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 5  Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;  

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 2 0 1 0  tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0  Nomor 123 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 165 ) ;  

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 2  Tahun 2 0 1 7  tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017  Nomor 73,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ) ;  

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 8  Tahun 2 0 1 7  ten tang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 7  Nomor 106 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057 ) ;  

1 2 .  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2 0 1 8  tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018  Nomor 33) ;  

1 3 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1.  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13  Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 3 1 0 ) ;  

2  





14 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2 0 1 3  

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2 0 1 3  Nomor 1 4 2 5 ) ;  

1 5 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2 0 1 7  

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 8 ;  

1 6 .  Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1 7  

Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1 0  Tahun 2 0 1 4  
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 7  

Tahun 2006; 

1 7 .  Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 

Tahun 2 0 1 6  tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Tapanuli Utara; 

1 8 .  Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 
tahun 2 0 1 7  ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Ka bu paten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2 0 1 8 ;  

1 9 .  Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 

tahun 2 0 1 8  ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 

Anggaran 2 0 1 8 ;  

20 Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 52 Tahun 2 0 1 7  

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2 0 1 8 ;  

2 1  Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 35 Tahun 2 0 1 8  
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 
Anggaran 2 0 1 8 .  

Menetapkan PERATURAN 

M E M U T U S K A N :  

BUPATI TENT ANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANG GARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2 0 1 8 .  

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2 0 1 8  terdiri atas : 

1 . Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah........ .  Rp 105 .656 .762 .964 ,3 1  
b. Dana Perimbangan Rp 1. 1 2 5 . 7 8 6 . 2 0 7 . 3 1 8 , 0 0  
c .  Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang Sah Rp 59.094.737.340,00 
Jumlah Pendapatan Rp l.290 .537 .707 .622 ,31  





2 .  Belanja 

a. Belanja Tidak 
Langsung 
l. Belanja Pegawai Rp 
2. Belanja Subsidi. . .  .  . .  .  .  . .  .  .  Rp 
3. Belanja Hi bah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp 
4. Belanja Bantuan Sos ia l . . . . . . .  Rp 
5. Belanja Bantuan Keuangan 

kepada Provinsi/ 
Kabupaten/ Kota dan 
Pemerintahan Desa Rp 2 3 0 . 9 1 6 . 0 4 1. 3 1 5 , 0 0  

6. Belanja Tidak Terduga . . . . . . . .  RD 4.645.207.000,0 
Jumlah Rp 7 7 3 . 0 1 1. 0 1. 8 .  758,56 

b. Belanja Langsung 

1. Belanja Pegawai . . .. .. . .. .. .. . . . ..  Rp 5 1 .4 8 9 .  124 .564 ,00  
2 .  Belanja Barang dan Jasa .. ..  Rp 287 .8 14 .973 .807 ,04  
3.Belanja Modal .. . . .. .. . . . .. .. .. . .. .  Rp 181.662 .03 1.463 ,90  

Jumlah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp 520 .966 . 1 29 .834 ,94  

Surplus/ (Defisi t ) . . . . . . . . . .  Rp (3.439.440.971 ,  19 )  

3.  Pembiayaan 

a. Penerimaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp 60 .633 .554 .851 ,58 

b .  P e n g e l u a r a n . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . .  Rp 4 . 6 1 1 . 5 3 5 . 7 0 4 , 0 0  

Jumlah Pembiayaan Neto . . . . . . .  Rp 5 6 . 0 2 2 . 0 1 9 . 1 4 7 , 5 8  

Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran Tahun Berkenaan . .  Rp 52 .582 .578 . 176 ,39  

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini .  

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan 

Realisasi Anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

1n1 .  

4 

500 .290 .223 . 1 19 ,56  

0 ,00 
36.490 . 120 .907 ,00 

669.426.417 ,00  





Pasal6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tapanuli Utara. 

Ditetapkan di Tarutung. 

Pada tanggal 5 -0% - 209 

BUPATITAPANULIUTARA, 

DTO,­ 

NIKSON NABABAN 

Diundangkan di Tarutung 
pada tanggal 25 - 0G  -  20 19  

- \ 

SEK*TARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA, 
l da.A  

EDWARD RAMSES TAMPUBOLON 

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 27 
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